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PEIIATUR AN .DAIIRAH I(ABUPAT'EN K ARANGANYAR

NoMoR 6 TAIIUN 2OO 7
.TEN 'TANG

IRIGASI

DEI..IGAN RATIMAT TUHAN YAI\G MAIIA ESA

BI-IPATI KAR^{\GAI{'TAR

a, bahwa dengan diundangkannya Undang:undang Nomor 22 tahun 1999
tontang Pemerintahan Dar.:rah dan Poraturan Pcmerintatr Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kelvenangan Pcmcrintah dan Kewonangan
I']ropinsi rebagai Daeratr Otonom maka Pemerintah Kabupaten
K:u'angany:u diberikarr kewenangan untuk mengaturr nigasi dalam
rvilavahnya ;

b. bahwa da.larn rangka mencapai keberlaqiutan sistEm irigasi serla untuk
mewujudkan pcningkatan efektivitar, effiniensi produktivitas, ftn
peluang inovatjf dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi., pedu
dilakukan pengahran kembali higasi di Kabupaton Karanganyar ;

c. bahwa untuk maksud tergebut perlu diatw dan ditetapkan dengan
Peraturrn Daeralt,

: L Undang-unclang Nomor 13 Tahun 1950 tontang Pombentukan Daoralr-
daerah Kabupaton Dalarn Lingkuogan Propinsi Jawa Tcngah;

Lindang..undang Nomor ll Tahtul 19?4 tontang Pengairan ( I-crnbaran
Negrra Republik Indonesia Tahun 1974 Nomar 65, Tambahan
Lcmtraran Ncgara Nomor 3045 ) ;

Urrdang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemt:rintahan Daeralt
( Lcmbaran Ncgara ltepubtik Indoncsia Tahun 19f+9 ){omor 60,
Tanrbahan Lembaran Negara Norrtor 3839 );

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 ten.tang Tata Pengaturan
Air ( I-embaran Negata Repubtilc ihdonesia Tahun 1982 \lo;nor 37,
'Iambahan lrmbaran Negari Nomoi 3225 ); :

Peraturan Pemerintah Nonror 77 Tahun }ACJ. tentang lrig..gi
( Lenrbarm Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Nomor'4156 ) ;

Keputusan Presidsn Nomor 44 Tahun 1999 te'ntang Tekluik
Penyusumn Peraturan Perundang'undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-Undan& Rauoangan Perafuran Potnorinhh dan Rancangan
Keputusan Presiden (I"embaran Negara Republik Indonegin Tahun
1999 Nomor 70 );
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Kepuhuan Bersama Menteri Koperasi Penguaha Kecil dan
Menongah, Mentpri Pokcrjaan Urnurn, Monteri Pcrtanian dan Monteri
DalarnNogeri

o5/slG/h[/v/t999

08/sKlla,f/1999
Nomor :

560tKP',rS/I(P I 504//1 999

44 Tahun 1999

Tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Pc,tani Pemakai Air
( P3A :rta.u GP3A ) melelui Koperaai;

Perat"iran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat It Karanganyar Nomor 5'Iahm 1999 tcntang Psdomafl Pernbcntulon dan Pembinaan
.Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta Kabupaten
Daerah Tingkat II Karanganyarl

Perahran Daerah Kabupaten f)aerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7
Tahun 1990 tcntang Pcnlrid;1 Pcgawai Nogcri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat U Karanganyar
( Lembaran Daeratr Tahur 1991 nomor 49 ).

Dongan persetujuan

DEWAN PEITWAJ(ILAN RAKYAT DAERATI KABUPATEN I(ARANGAI\Y AR

MEfuruTUSKAN. i

Menetapkan PERATIIRAI.I DAERAI{
TENTANG IRICASI.

KABLTPATEN KAITAI{GAI.IYAR

tsA]] I

KETENTUAN IIM TM

Pasal I

Dalam Pe,rahual Daerah ini y-g dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

b. Pomerintah Daerah adalah Kcpala Dacrah boscrta perangkat l)asrah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Bupati arlalah Bupati Karangarryar;

Kepala Dinas adalah Kepala Dlnas Pekerjaan Umunr dan Lalu Lintas A,ngkutan Jalan
Kabupaten Karanganyar ;

Paraf I. -r--
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Dega atau yang disebut dengan nanut lairq selaniutnya disebut Dcsa, arlalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan rurtuk mengatur d.'ln mengunrsi
kcpontingan masyarakat sotempat berdasarkan asal-usul darn adat istiadat sotonpat yang
diakui dalam sistem ltrncrintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupatcn ;

Air adalah Bernua air yang terdapat pad4 diatas maupun diUawafr pormukairn tanah
termaguk dalam pengertian ini air permukaarg air tanalL air hujan, dan air laut yang
dimanfaatkan di darai

Sunrber air adalah tempat / wadah air baik yang tcrdapat pada, diatas, maupun dibawatr
permukaan air taruh ;

higasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menuqiang pertanian yang
jonisnya rneliputi irigasi air permukaarU irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi
tambak;

Daerah higasi adalair kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;

Jaringan irigasi a<lalah saluraq bangunan dan bangunan pele,ngkapnya yang merupakan
satu kesatuan dan diperlukan untuk pengahran arr irigasi mulai dari penvediaaq
pengambilan, pcmba giaq pcmberiaq ponggunaan, dan pcmbuang;annya, ;

k. Jaringan utama adalah jarhgan irigasi yang berada dalam satu eistcm irigasr, mulai dari
bangunarr utamq saluran inclul/primer, sahuan selcurder, dan bangutran sadap serta
bangunan pelengkrpnya ;

l. Jaringan torsier acialah jaringan irigasi yang berfungsi sobagai prasarana polayanan air
didalam peLek tersier yang terdirt dari eahuan pembawa yang dieetut saluran tersier,
saltuan pembagi yang clisebut sahran k'rartcr dan ealuran pembuang berikut sahran
bangunan hlrutan serta pelengkapnyg tennasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal
pclayanarmya dis arnak an dcng,an aroal t orricr;

rn Waduk adalah tempat / wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk
irigasi maupun keperluan lainnya;

rL Waduk lapangan atau embrurg adalah tempaVwadah penampungan air irigasi pada waktu
tsriadi surplus air di surrgai atau air hujan;

o. Pctak irigasi a.dallrh petak lahan yang mcmpcrolEh air irigasi ;

p. Petak tergier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesstuan dan mendapatkan
air irigasi melalui saluran tersier yang sama ;

q. Penyodiaan air irigasi adalah pencntuan banyaknya air pereatuan waktu dan gaat
pemberian air yang clapat dipergunakan untuk menur$aulg pertanian ;

r. Pcrnbagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jariog.n utama I

s. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier
dan kuarter ;

Fenggunaan ail irigasi adalah pemanfaatan air dilahan pertanian ;

Pernbuangan / clrainase adalah pengaliran kelebilriur air irigasi
dipergunakur lagi pada suatu daerah irigasi tortentu ;

I
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v. Perkwnpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang selaqiutnya disingkatf P3A
DHARMA TIRTA adalah wadah dari petani atau kelompok petani yang mengelola air
irigasi dalam suatu potak./.bJo{ torsior atau daorah irigasi pacla jaringan irigasi pompa
ahu daerah pada jaringan irigasi kecil di IGbupaten Karanganyar ;

w, Dasrah higasi Kecil aclalah Daerah kigasi yang luas arealnya kurang dari 500 ha;

r Dasrah higasi Beear adalah Daerah Irigasi yang luas arcalnya 500 ha keatarl

y. Komisi irigasi adalah lernbaga lcoordinasi dan konrunikasi mtara Pfirrerintah Kabupaterq
porkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi pomakai air irigasi untuk
kepeduan lainny:r, clim ruuur rnasyarakat yang berkompentingan dul+n pengelolaan
nig*i yaitu lembaga swaclaya mosyarakaq vrakil porgunnn tinggl, dan wakil pemerhati
irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kabrrpatcn Karanganvar:

z Forum koordinasi dasrah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar
perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi
unhrk kcperluan lidnnl,a dalam rangka pcngclolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah
irigasi yang jaringan utamanya berfiurgsi multiguna, serta dihontuk atas dasar kebuJuhan
dan kepenting.rn bersama ;

u. Pengelolaan irigasi aclalah segala usaha pendayagunaan air irigaei yang rneiiputi operasi
dan pemeliharaan, pengarn nan, n:habilitasi, dan peningkatan jaringnn irigasi;

bb. Operasi dan pemelihataan jaringan irigasi adalah kegiatan pengatuan air dan jaringan
irigasi yr{ng moliputi ponycdiaan, pombagian, pomboriaq psngguaan, dan
pembuangannya, termasuk usaha manpertahankan kondisi jaringan irigari agar te;tap
bcrfimgei dengan l-raik ;

cc. Pengamananjaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangj tedadinyd'
kcnnakan jaringan irigasi yang disebabkan oloh daya rusak air, howan, atau olph manuia
guu rnempertahankan fungsi jaringan irigasi ;

dd. Rchabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan fuigasi guna
mengembulikarr fungsi dan pelayman irigasi seperti sentutra t 

,
co. Poningkatan jaringari irigasi adalatr kegiatan porbaikan jaringarr irigasi dengjan

mempertimbanglr.:ur pcrubahan kondisi lingkungan daerah figasi [funa meningkatlen
fungsi dan pellyanan idgasi ;

ff. lvlanajemen asot irigasi adalair kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pcmanfaatarl
pongamanan asct irigasi, dan evaluasi ;

BAB II

PENGELOLAAN IRIG/I.SI

Pasal2

(l) higasi disclonggarakan dengan tujuan mowujudkan komanf,aatan air yang mcnyoturutr,
terpadu dan berwawagan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejalrteraan
masyarakat khususnya petani.

(2) kigui berfungsi mempertalunkan dan meningkatkarr produktifitas lalun untuk
mcncapai hasil pcrtmian yang optimal tanpa mcngabaikan kcpcntingan lainrrya.

Paraf I:-r-



(l)

(2)

Prsal 3

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mmgutamakan kepentingan masyarakat
pctani dan dengan menempatkan P3A DIIARMA TIRTA sebagaipengrrnbil kepu.tgsan
dan pelaku utlna'claiah pengelolaan irigasi yang rnurjadi tanggung jJvrabnya,

Pcngololaan air iriga.si dan jaringan irigaqi didasal'kan pada suatu ,Caerah irigasi yang
tcrdiri dsi Dacrah Irigasi Kecil dan Daer,ah higasi Besar.

BAB IN

KELEN{BAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Kewen angan Pengelolaan

Pasal 4

Kcwonangan pengclolaan irigasi di Daerajr dilakukan oleh Pomorintah Dacra6, kccuali
irigasiyang merupakan lintas Kabupaten menjadi kewenangan propinsi.

$ewenangan sebagaimana rlimaksud ayat (1) Fasal ini sebagian diecrahkal kepada
P3A DHARIv{A TIRTA yang pelaksan:Brrnya akan tliatur lebihlaqiut oleh Bupati.

Pasal 5

Air Irigasi dan jaringan irigasi utama pada Daerah lngnsi yang pengelolnarnya telah
dissratikan kepada P3A DHARMA TIRTA sebagairnina ain,rtroO-ayat (2) pasal 4
Perda ini pembinaar\ pengawasan dan pengendaliannya dilakeanakun oLir Kepala
Dinas.

Air irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Flukurq Badan Sosial atau
perorangan, pengurusannya diserahkan kepada yan g bersangftutan dengan berpcclc,rnan
kepada ketentuan dalam Pcraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dalam rangka perrie4uhan kebutuhan air irigasi unnrk bcrbagai kepcrluan Fupati
membentuk Komisi h'igasi.

Komisi higasi sebagaimana dimaksud clalam ayat (11 Pasal ini mcmt'unyai fuigsi
mernbantu Bupati cialam peningkatan kinerja pcngelolaan irigas,, rcrutama pia" Uiar-"g
penyediaan, pen'rbagian dan pemberian air irigasi bagi tawrman dan unili( keperluan
Iainnya serta metekor:rendasikan priorttas alokJsi dana pengelolaan irigasi.

Dalam rangka koorclinasi pengelolaan Daerah kigaei yang jaringan utamanya borfirngsi
multiguna dibenhrk Forum I(oordinasi Daerah Irigasi.

Pnsal 7

Pcmbagian wewcnang.fu tlTq-q"g. jawab serta mskanir,mfierja antar Irmbaga
Pcngelola Irigasi akan diatur lcbih lanjut olch Bupati.

Lombaga pengelola irigasi meliputi instansi Pcrnorintrh,, pcmerintah Darralr, p3A
DHARIIA TIIITA atau pihak lain yang kegiatarurya berkaiatan dengEm pengelola
irigasi scsuai denlyur kcwsnangannya dalam p"r"rr"*orq pcmbangpnai, opcrasi Jan
pemcliharaan, rchabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jring* iriiasi. 
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Pasal E

(l) Penycrahan kewerung4n pepgelolaan uigasi kepada P3A DIIARMA TIRTA ditakukan
sccara domokratis dengan priruip satu sistem irigasi satu kesatuan pongelolaan.

Q) Pcnycrahan kcwcnangan climaksucl ayat (l) Pasal ini scsuni dcngan wilayah kc,rja P3A
DIIARMA TIRTA dilakukan pada tingkat Daerah higasi atau sebagaian Daerah
IrigaaL

P) Pcttyerahan kewenartgpn pengelolaar. dinuksud ayat (2) Pasal ini ditctapkan rnelalui
kcscpakatan tortulis antara Pemcrintah Dacrah dan Pcngelola higari tanpa pcnyorahan
kepemilikan aset jaringan irigasi.

Pnsal 9

Penycrahan kewenangan pengelolaan irigasi pada Daerah lrigasi yang jaringan irigaeinya
nultiguna dilaksanakan rnelalui kesepakatan bcrsama antal'a Pcmcrintah Dacrah, P3A
DHARMA TIP.TA dan permkai air irigasi untuk kepcrluan lairurya.

Pasal 10

Apabila berdasarkan audit pcngelolaan irigasi P3A DI{ARMA TIRTA dinyatakan gagal
dalam pcngclolaan irigasi nuka pengelolaan irigasi diarnbil kembali oleh Pemerintah Dacrab
yang dinrangkan dalzun lierita Acara.

Bagian Kedun

P3A Dharma Tlrta

Pasal 11 r'

Pemcrintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A DHARMA TIRTA mclalui penguatar\
pcningkatan kernampuan, fasilitasi sata pemberian bantuan kepatla P3ADIIARIvIA TIRTA.

Pasrrl 12

(1) Dengan mcrnperhalikan perkembangan claerah irigasi Pemerintah Daerah mcmfasilitasi
pcmbentukan dan atau pcngcmbangjn P3A DHARI\,{A TIRTA yang socara
organisatoris, teknis dan furansiil mflmpu untuk cliserahi wewenan& tugar dan
kewaj iban dalarrr pt;n gelolaarr iriga si.

(2) Setiap pihak ynng rnenggunakan air irigasi, baik perorangan maupun Badan Hukum; dan
atau Badan Sosial scrta P3A DHAMA TIRTA mcnjadi anggota Forrun Koordiinasi
Daerirh Ligasi.

Pasal 13

(1) P3A DIIARMA TIRTA clibcntuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air pada petak 
'

tersier atau wilayah clesa/keluralun atau jiuingan irigali kepil atau jaringan irigasi
pedcsaan atau jaringnn irigasi pompa. /

(2) Bcbcrapa mA DHARMA TIRTA dalam satu atau lcbih potak sekundor dapat
membentuk Gabungan P3A DHARMA TIRTA.

(3) Beb:rapa Gabungan P3A DHARMA IIRTA dalam satn atau lebih Daerah hierisi clapat
membentuk InC.uk P3A DHARMA TIR.TA.

Paraf I



Pasnl 14

(1) Beberapa Induk P3A DHARMA TIRTA dam atau beberapa Gabtrngari P3A DHARMA
TIRTA dapat metnbentuk Forum Koordinasi P3A DH.ARMA TIRTA di tingkat
Kccamatan atau tingkat Kabupaton.

(2) Forurn Koordinasi I'}3A DHARMA TIRTA tinekat Keonnatan atau Kabupaten clapat
bckcrja eama dengan Forum Koordinnsi P3A DH,{RIVIA TIR.TA tingLat Kccamntan atau
Kabupatcn lair, sesu:ri dengan peraturan penrndang-undangan yang bodaku.

BAB IV

POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

I:[ak Guna Air Irigasi

Pnsnl 15

(1) FIak guna air kigasi dibcrikan oloh Kopala Dinas kepada P3A DH.A,RMA TIRTAT
Badan.Hulium, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai higasi untuk keperluan lainnya
pada sctiap sumber air yang digunakan.

(2) llak guna ail Ligasi di maksud ayat (1) Pasal ini terutama cliberikan untuk keperluan
Pcrtanian dcngan tetap mcmperhatikan kopentingan ugaha lainnya.

(3) IIak guna Air kigasi di maksud ayat (1) Pasal ini diberikan berdasiu'kan ketersediaan
dan liebuhdrnn an pada pelayanan tert€ntu gelnma 5 (hrna) tahur dan dapat
diperpaqjang.

(4) Hak guna Air diberikan dalarn bentuk ljin Pengarnbilan Air.

(5) Pcngaturan dan Psnstapan fiin Pcngambilan Air cti ahr lcbih Larliut olch Bupati.

. Bagian Kedua ,:

Penyedlaan Alr Irigasl

Ir:tsal l6

(1) Penyedian Air higasi dialahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal
<tengan tetap memperh atikan kep erluiur 1 ainnya.

0) Dalam penycdiaan air irigasi scbagaimana dimaksud ayat (i) Pasal ini, Pemerintah
Daorah mcngusahakan optimalisasi pcnycciiaan air dalam euatu Dacrah higasi rnaupun-'
antar Daerah lrigasi.

(3) Pcmerintah Daerah mengupayakan ketersediaarl pengonfrlian dan porbaikan mutu air
irigaei.

Pnsal 17

(l)Percncanaan tahuniur pen5'ediran ail irigasi disug,m oleh Komisi higaai bcrdacarkan
usulan P3A DHARIvIA'ilRTA dan Pemakai Air Irigasi unhrk keperluan lainnya.

Paraf 4-7-



(2) Pcrcncmaan tahunan penycdiaan air irigasi sebngaimana climaksud ayat (1) Pasal ini
ditetapkan oleh Bupati.

(3) Penyediaan air ur,tlrt'mengatasi kekurangan air pada lahan pcrtanian tofientu dapat
diupayakan dengan pompanisagi sesuai dongan hak guna air yang borlaku seril kobutuhan
dan kemampuan milsyarakrt yang bersangkutaq clengan rnornperhatikan kelestadan
lingkung;rn.

(4) Pompanisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dilakukau dari air
permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari yang berwenang sesuai
pcrahran perunitang - rurdangan yang berlaku. i;

(5) P&da kondisi air terbatas, Kepala Dinas menetapkan penycsuaian alokaei air bagi para
pomcgang hak guna air sesuai asas keadilan dan kcscimbalgan.

Bagian Ketigu

Pembaglan dan Pernberian Alr Irigast

Pasal lB

(t) Rencana Pembagian Air paclr suahr Daerah higasi clitcrapkan setiap tahun oleh P3A
DHARMA TIRTA.

(2) Rencana pembagian air untuk Jaringan Irigasi yang berllingsi multigtrna ditetapkan setiap
tahun atas dasar musawarah antara mA DHARMA TIRTA dan Psmakai Air Irigasi
unfuk keperluan air lairurya melalui Forum Koordinasi Daerah kigaei.

(3) Psmbagian Air h'igasi rlitetapkan oleh P3A DHARMA TIRTA Tingkat Daerah Ligabi
sosuai dengan renca:la pembagian air berdasarkan prinsip keadilaq ksseinrbairgaq dan
musyawarah pihak berkcpontingan.

Pasnl 19

(1) Dalam ranglca pembagi.rn clan pembertan Air secara tepat guna untuk oetiap Daerah
Irigasi, P3A DHAIII{A TIRTA menyu$un ladwat Psmakaian Air kigasi dan
mengiformasikan kegrada pcmakai air d.rn pihak terkait lainrrya sebelwn musirn Tanam
dinrulai.

(2) Dalam pelaksanaan hetentuan sebagainrana dimaksud ayat (1) Pasal urr apabtLa
diporkirakan det'ir air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, P3A DHARIvIA IIR.TA
menetapkan prioritas pcrnbagian air irigasi scsuai <lcngar situasi dan kondisi setcmpat.

p) Pombagian clan pembcrian air sebagaimana climaksud dalarn ayat (1) Pasat ini tidak
mengurangi kewajib:ur P3A DI'IAF'MA TIRTA untuk rnemberikan air irigasi guna
kopcrluan rumah tangga ctalam mementrhi ketrutuhan pokok sohari - hari.

'  Pasal20 
i

(l) P3A DHARMA TIRTA bersama Kepala Din4s dapat menetapkan waktu dan bagian
jttingut irigasi yang harur dikerurgkan untuk keierluan perneriksaan dan ata,u perbaikan

(2) Waktu pengcringan dari bagi*r j:ringan irigasi ynng akan dikeringkan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (l) Pasal ini hanrs ditcntukan scoara topat dan dibcritahukan kopada
pemakai air selambat - lambatnya 2 ( dua ) miryu sebelum pelaksanaan pengeringan.



B) Pcngeringan yang lebilr lama furi 2 (dua) minggu setiap rnusim trnnya dapat dilaksanakan
dalarn keadaan darurat dengem persetujuan P3A DHARMA TIRTA.

.  a l

Bngian Keempat

Penggunaun Langsung Air Irigasi rtari Suurber Air

Pasal2l

Sotiap pcmakai aii irigas,i dari surnbcr air ponnukaan atau air bawah tanah harus mondapat
rjin dari Kepala Dinas seiiuai dengan Peratru'an Perundang - undangan yang berlaku.

BAB V

P IIMBANGUNAN JARINGAN' IRIGASI

Pnsnl22

(1) Pemerintah f)aerah rnenctapkan l{encana lnduk Pengembangan higasi Daorah
bsrdasarkan atas Re:ncana Pengembangan Sunber Daya Air clan roncana Tata Ruang
Wilayah serta mernporhatikan pelestarian eumber daya air. 

I
(2) Rencana Incluk Pengembangan Irigasi aebagaiamiuur dimakcud ayat (l) Pasalr ini

didasarkrn pada kesepakatan bersffna antar eektor antar rvilayah dan nntar Pcmonntah
Daeratr, masyarakat dan petani. serta pihak lain yang berkepantingan.

Pasal23

(l) Penrbangunan Jaringan kigasi clilaksanalsn berdasarka$ Rencana hduk Pengembangan
higasi sebagaimana climaksud dalam Pasal 21 PcraturanDaerah ini.

(2) Pemerintah Daerah mcrniliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangwun baru
Jaringan kigasi Utama dan peduasan areal irigasi di luar wilayah korja P3A DHARMA
TIRTA. :

(3) Pefirbangunan irigasi tn$ie, clan perluasan areal me,njarli weweruxng tugas &m tanggung
jawab P3A DIi.ARMA TIRTA di wilayah kcrjanya.

,/ BAB VI

OPDRASI f).{,N PEMELIHA}?Ar${ JARINGAIY

Baglan Kesntu ' -i '

IVervonang, Tugas dan Tanggung .fawab

Pasal24

0) P3A DHARI\{A 'ilRTA memiliki wewenang hrgas d:ur tanggung jnwab dalam operasi
dan pemcliharaan jaringan irigasi dalam wilayah kerjanya.

Paraf - -1_



(2) Dalmr menyelttrggarakan operasi dan perneliharaan jaringan irigasi yang berfiurgri
multigun4 P3A DIIAIUvIA TIIITA melakukan koordinasi dengan para pemakai air'
irigaei untuk keperluanlain nelalui Forum Koordinasi Daerah higasi.

CI) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik Badan hukum, Badan rosial, perorangan
dan pomakai air irigaei untuk kepduan lainnya meqiadi tanggrng jawab pihak yang
bersangkutan.

Pasal 25

Untuk p'ellyelcnggaiaan opcrasi dan perncliharaan jaringan irigasi yang dikclola olch P3A
DIIARMA 1IRTA Pemerintah Daerah mernberikan bantuan dan fasilita.c yang diperlukan
dcngan mcrnperhatikan prinsip kernandirian.

Bagian Kedua

Penganranarr Jarlngan Irlgasl

Pasal 26

Pemerintah Daerah bersruna-sama Cengur I']3A DI{ARMA '[IRTA, Baclan FIukunL Bactan
msia[ perorangan dan pcmakai air untuk keperluan lainnya trcfia:rggung jawab dan wajib
mclakukur pbngamananiaringan irigasi untuk nrenjarnin kelangsungan firngsinya.

Pnsal 2?

(l) Dalam upaya pengaman.iaringan irigasi sebagimana clirnaksud Pasal 25 Psratursn Deerah
ini P3A DHARMA TIRT'A, Badan Hukum, Badan sosiai porofirngan dan pornakai air
irigasi unfuk keperluan lairurya bersama-sama Pemerintah Daslah menetapkrn G'aris
Sempadan yang diukr.u clari lratas luiu tubuh ealuran dan atan bangunan irigasi clima.ksud,.

(Z)Untuk menghindari kehilangan air, orang pribadi Badan Flukunr dan Badan Sosial
dilarang membuat galian pa<la.larak minimal 2 (dua) moler dari luar Garis Scmpadan.

(3) Sctiap orang pribadi, Badan I-Iukurn dan Badiur Sosial dilarang mondirikau bangunan,
mengubatr, membongkar dan merusak bangunan yang berada di dalarq di aias maupun
melintasi saluran irigasi trnpa seijin dari Kepa.ta Dinag.

(4) Untuk rnenglrindari pr:nccrnarur air irigasi Badan I"lukunr, Badan Usatra dan Badan Sosial
dilarang rncmtru:mg fi-rnb;rh industri, bahan bcracun berbahaya maupun limbah lainnya kc
dalam juingan irigasi.

BAB VII

F.EI-IAIIILIT..\SI DAI\ PIININGIiATAN J.{RING.A,N

Pasal 2E

(l)P3A DHARIvIA fit?.TA. rnemiliki wewenang tugas dan tanggung jaw"rb dalam
rchabilitasi dan pcnin;gkatiur jringan irigasi di wilayah kcdanya.

(2)Pcmcrintah Dacrah atau pihak lain memberikar bantuan, dan fasilitdsi rehabilitarf dan
peninekatan ja'ingan iligasi sebagairnana dimakud dalam ayat (1) Pasal ini trerdasarkan
pcrmintaan dari P3.4. DIJAIIIvIA llRTA dengan nrernperhatikan prinsip kemandirian.



(t)

(3) Rchabilitasi tlan paringkatiur jaringan irigasi milik Baclan Hu.kunt Badan Sosial,
perorangtn, dart perruliai. air ilga.si untuk keperluan lainnya menjadi tanggrrng jawab yang
bcnangliutan.

(4)Porubahan dan atau pcrntrongkaran jaringan irigasi yang mongubah bsntuk dan fungsi
jaringan irigasi harus menclapat ijin Kepala Dinas.

BAB \/IU

IIWENTARISASI .IARII.IG,AI{ IRIGA SI

Pnsal29

Inventrrisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatat;ur/pendataan fisilg kondisi, dan
fungsi Jaringan irigasi, ketersediaan ail, aleal pelayanan sofia lembaga pengolola
irigasi.

Inventarisasi daer'lh irigasi merupakan salah eafu rrersyaratnn dahm penyerahan
kewenangan pengelolaan iri gas i.

Pemerintah Kabupatr:n bersama P3A DHARIvIA TIRTA mclalsukan invor$arisasi
daerah irigasi yang berada di wilayahnya sebagainutna dimaksud dalam ayot (1)
Pasal ini.

Bordasarkan hasil invsntarisasi sebagaimana dimaksud datam ayat (3) Pasal ini,
Pemerintah Kabup aten mcn ctapk an daftar inventarisa s i s esuai kcwenangannya.

Pemerintah Kabupaten sesnai clurgan tingkat kewenangannya melaknkan kompilasi
data dan r.enetrl>lcur da-tLu invenfiu'isasi daerah irig;rci sebagaimana dimatsud dalarn
ryat(4)Pasal ini

Inentarisrsi sebagaimana dirualisud dalarn ayat (1) Pasal ini dilakukan setiap tahun
dan ditetapkan oleh pejabat yang benruenang sebagpinurna dimaksud dalam ayat (4) dan
ayat (5) Pasal ini seliap akhil tahun.

. BAI} IX

KEBERLAN.ruTAN SISTEM IRIG*TSI

) 
Pasal30

Pcmcrintah Daerah , dan masyarakat sesuai dcngan kowcnangan mcmpcrtah,mkan
sigtem irigasi secala berkclanjutan dengan mewujudkan kElsstarian rumberdaya air',
melakukan 1>emberclayaan P3A DHARMA TIR'IA moncegah alih firng,si lahan
beririgasi untuk kepentingan laiq dan mendukung poningkatan pendapatan petani.

Unh* mcnjarnin kebcrlanjutan sistem irigasi sobagai m&na dimaksud dalam ayat (l)
Pasal ini, Pemer"intah Daerah melakukan penegakan peratu'an penrndang-rurdangan
yang berkaitan clerrgan iligaoi.

Pasal 3l

Perubahan pongguraan latran beririgasi untuk kcpentingan selain pertanian dengan
tujuan komelsi:rl dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkaq harus menrperoleh
izin terlebih dahulu clari Pemerintah Daerah dengal mengacu pada tatn ruang yang
telalr ditetapkaq sefia memberikan kompensasi yang nilainya Eetara dengan biaya
pcmbangunan jaringan irigasi dan sotara dcngan bia:ra porcetakan lahan bcririgasi



(2) Pernerintah Daerah rrrelakukun penortiban pada lahan beririgasi yang tidak berfingsi
dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang tolah ditetapkan.

BA3 X

I'IINGIINDALIANI D.A.N PENGAWASAN

Pasal 32

(l) Pomsrintah Dacrah melaksanakan pcngcndalian dan psngawasan tcrhadap
pelaksana an penge,lota;rn ili gasi.

(2) Psmerintah Daerah meliiksanakan kegjatan pcnefiibar\ ileng&wasan dan pcngaEnr,nan
terhadap prasaranir jruingan iligasi, serta menegrlJvrn fre(aturan perundang-undangan
bidang irigasi yang berlaku.

Pasal3.i

P3A DIIARMA TIRT.A, bacLrn hukum, badan sosial, perorilntlan, cLn pemakai ail irigasi
rrnhrk keperluan lainnl'a nrerrytrdinkan inforrnasi pengelolaan irigasi dan rnernberikan
dnhtngan dalam pelaksanaan pongendatan dan. pergawasan.

BAB XI

P I IMBIAYAAN

Pasal3.l 
,.

(l) Pembiayaan pem.bangunan jaringalr iligasi utarna rncnjadi tanggung jawa-b Pemerintah
Daerah

@ Pombiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh P3A DI{ARMA TIRTA di wilayah
kujanya sogara otonom dan marrdiri.

(3) Pcmcrintah Dacrah ntembanhr dalam penyccliaan dana. pcngclolaan irigasi dan
psnyalurannya beriasarkan kesepakatan antara Pemerintah f)aerah ,la P3A
DIIARMA TIRT A dengan rne mperha tikan pr:irrs ip k emandirian.

(4) Pembiayaan peugelolaan jaringan irigasi milik badan hukunl badan sosial, pororangan
dan pcmakai air irigasi untuk keperluan lainnya rnonjarti tanggung jawab pihnk yang
bersangkutiu,

P:rsal 35

(1) Pembiayaan pengelolaan irigasi sebagairnana dirnaksrrd dalarrr ayat (3) Pasal 34*,
Perattuan Daerah iiri ciisahrrkan mela.lui d;urn pengeloLtran irigasi Kabupaten unnrk
efisiensi dan efektivitas pengunaan dana pengelolaan irigasi.

(2) P3A DIIARMA TIR'I'A dapat mengajukan rrsulan pemarfaatan dana pengelola.an
irigasi kepada I{ornisi Irigaei.

0) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditentukan oleh Komisi higasi
berda.sarkan prinsip kea<liJan dan kanrparan.



(4) Psnggunaan dana pengetrolaan irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
rckomendaei dari Komisi Ligosi.

Pemerintah Kabuliat#menetapkan kebijakan Daerah sebagai pengaturan lebih lufut
tcntang dana pengololaan irigasi Kabupatcn.

BAB XII

KETEI$TUA.T{ PIDANA

Pasal36

Pelanggaran ketentuan setlagaimana dimaksud PwaI'Z7 Peraturan Daerah ini diancam
dengan kurungan selarna-lamanya 6 ( cnam ) bulan atau dengan denda sebnnl;ak-
banyaknya Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiatr ), I

Apabila tindak pidrma sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini dilakukan oloh
Badan Hukunr, atau tladan Sosial maka ancaman pidarra eebagairnana dimaksud pada
ayat (1) Pasal Lri dikenakrur pada pengurusnya,

Selain kctentuan sebagai n'rana diatur pada ayat (1) pasal ini yang berupa bangunan
dapat dibonglurr dcngnrt beban beaya yang bersarrgkutan tanpa mendapat ganti rugi.

Tindak pidana setragaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal3T

Pegawai Negeri Sipil tertentri di lingkungan Pemer{ntah Darrah diberi wewenang
khusru sobagai. penyidik rrntuk mclakukan ponyidikan tindak pidana di bidarig,
reftibusi daerah.

Wewenang penyidik setragaimana climaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Menerirna, mencari, mengunpulkan dan meneliti keterangagr atau laporan
bcrkenaan deng.an tindak pidarra di bidang rohibusi dacrah agar kotcrangan atau
laporan tersebutmenjadi lebft lengkap dan jelas.

b. Meneliti, msnc;u'i dan mengumpulkan keterangur mengenai orang plibadi atau
badan tentang kebeniuan perbuatan yang dilakukan sehubrmgan dengan tindak
pidana rotribusi daerah.

o. Msrninta ketcrangan dan bahan bukti dari orqng pribadi atau badan schubungan
deng:ur tindalt iridana cli bidang retribusdi claerah.

d. Mcrneriksa buku - bukq catatan -' catatan darr dokrunon -. doktrrnen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang reEibrui daerah. -. ,

0. Melakukan penggeledahan unruk mondapatlian barang bukti pombukuan
pencatatan darr dokumen - dolomen lain, sefia melaL"llkan penyitaan terhadap
barang bukti tcrsebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tug,as penyiclikan tind;
pidana di bidang retribuei daerah.

g. Menyuruh berhenti rnelarang seseorang meninggalkan nrangan atau tempat pada
saat pemedksaan sedang berlangsung dan murncriksa idcntitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagairnana dirnaksu<l pada hrnrf e pada ayat ini.

(t)

( l)

(2)



h. Mern<-rt1et seseorang yang berkaitan dengarr tindak pidana retribusi daerah.

i. N,Iemanggil orang rxrtuk diderrg:u' keterangannya drn rurtuk diperiltsa sebagai
tersangka alatt saksi'

j. MengJ'rentilian penf idikan'

k. N{elakukan tindakan lain llng perlu untuk kelancaran penyidikan tindr* pidana

di bi<lang retribusi daerah menunrt hukum yang dapat dipertanggungiawabkan.

(3) Pelyidik sebagairnana dirnaksucl pacla ayat (1) Pasat ini msmbefitahukzm dimulainya

p"rrvi.likon clan menyampaikan hasil penvidikannya kopada penunhrt umum sesuai

,leng.n ketentuan yang di atur dalarn Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Aoara Pidana.

BAR XIII

KETENTUAN PENU'ILIP

Pas:4138

Hal-hal yang beluln clialnl chlam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanannya

nkan cliatur lcllih l;u{r,t oleh llupati.

Pasal3g

Pcraturan l)acrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat nrengetahrrinya, memerintahkan pengundangan Peraflrran

Daerah ini clengan ponempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganl'ar

ANGANYAR

II, s.]1

.i;ffi
t;:Jjl,'li.itf,i'l 

l

).'\.t';.lflWZg

<',tJrjjoi
:'/ cnl|nF<
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PE,N,II,LASAN

PERATURAN DAERAH KABIJPr',.TEN KARA}IGA}TYAR

]'IOMOR 6 TAHUN 2OO2

TENTA}IG

IRIGASI

PENJELAS.^.N UMU]\,I

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonorni daemh yang luas, nyata dan

bcrtanggungjawab, Pemerintah Dacrah mend,apatkan pc,lrycrahan kcwcnangan urusan

Pemcrintahan dibidang Irigasi. Olch karena itu dalam upaya pcmbinaar\ pengawasan

dan pcngcndalian sistcm higasi aW dapat dirwjudkan sistem higasi yang

berkelaujutan efcktif dan efisien maka perlu dilakukan pengahran Irigari di

Kabupaten Karan ganyar.
' Bahwa berdasarkur Peraturan Pernerintatr Nomor 77 Tatrrrn 2001 tentang

Irigasi, penyelenggaraan Trigasi bertujuan untuk mervujudkan kcrnanfaatan air yang

monyeluruh tcrpadu dan berwarvasan lingkungan serta un:,uk rncningkatkan

kcsejahteraan nunyarckat khusrsnya Pctani. Dalam pcngclolaan higasi diutamakan

untuk mempertalranhan dan meningkatkan pror{uktivitas lahan rurtuk mencapai hasil

pcrtanian yang optimal tanpa mengabaikan kepontingan lainnya. Pcngololaan higasi

dirolenggarakan dcngen rnengutamakan kepentingan potani dan dcngan mcnernpatkan

P3A DfhRMA TIRLA sebagai pongambil keputruan darr pclakr utam,r dalam

pcngclolaan irigrsi yang mcnjadi tanggung jawabnya. Berkaitan dongan hal ini

Pqncrintah Daer;ah pcrlu melakukan pembcrdayaan P3A DFIARMA lfR'f,d^ molalui

pcnguatan, pcningliatan kemampuarq fasilitasi scrta punberian bantuan agar rwnpu

secaran organisatori.s, teknis dan finansiil rnampu diserahi wewen u& tu,gs dnn

kewajiban dalam 1>engelolaan Iri gasi.

tlntuk rntiberikan dasar hukum dalm pengelolaan Irigasi pcrlu dianr dan

ditetapkan de.rr gan Perah:ran Daerah

IL PE,NJELASAN PAS,,U, D[,M PASAL

Pasal 1

Pasal2

Prsal3

Pasal4

Pasal 5

Culcup jelas

Cukup jelas

Culcup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pffirf I
3-



Pasal6

Pasal 7

Pasal S

Paoal9

Pasal 10

Pasal l l

Pasal 12

Passl 1.3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal20

Fasal2l

Pasal22

Pasal 23

Pasal24

Pasal25

Pasril 26

Pasal2T

Pasal28

Pasal29

Pasal30

Pasal3l

Pirsal32

Pasal33

Plsal.34

i Pasal 35
' 

Faial 36

Paflal37

Pdial 38

i Pasnl 39

Cukup jelas

Cukup jclas
'iui,rp.lctas

Cukup jelas

Cukup.iclas

Culiurp jcl,'.rs

Cukup jeias

Cukup jclas

Cukup.ielas

,Cukuplelas
Cul.rp jclas

Cuktqr jclas

Cukup jelas

Culiup jelas

Cukup jelas

Cukup.jelas

Cuiarp jelas

Cukup jetas

Cnliup jclas

Cukrry jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Crilnrp jclas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukrrrp jelas

Cukup jclas

Cukup jelas

Cnkup jelas

Cukup jelas

Cukrip jclas
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